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BAB II 

DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN 

II.1. Gambaran Umum Kota Surabaya 

II.1.1. Keadaan Geografis 

Letak Geografis Kota Surabaya berada antara 112o 36’’ dan 112o  54’’ 

Bujur Timur serta antara 07o 21’’ garis Lintang Selatan.  Adapun luas wilayah 

Kota Surabaya itu sendiri yakni 326,36 km2 yang terdiri dari 31 kecamatan dan 

160 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Benowo, yakni dengan luas 

23,73 km2 yang terletak di bagian Surabaya Barat. Sedangkan untuk kecamatan 

dengan luas terkecil adalah Kecamatan Simokerto dengan luas sebesar 2, 59 km2 

yang terletak di bagian Surabaya Pusat. 

Kota Surabaya sendiri terletak di daerah yang strategis sehingga Surabaya 

dapat dengan mudah dijangkau melalui jalur darat, laut dan udara. Yang mana 

Surabaya dibatasi oleh wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara  : Selat Madura 

 Sebelah Timur  : Selat Madura 

 Sebelah Selatan  : Kabupaten Sidoarjo 

 Sebelah Barat  : Kabupaten Gresik 

II.1.2. Penduduk 

Dalam hal pembangunan khususnya dibidang kesehatan, aspek 

kependudukan merupakan hal yang penting, dikarenakan sasaran atau target 
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pembangunan kesehatan adalah masyarakat atau penduduk dalam suatu negara itu 

sendiri. 

Adapun jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2013 yakni 

berjumlah 2.816.729 jiwa yang mana meliputi jumlah penduduk laki-laki 

1.390.020 jiwa dan jumlah penduduk perempuan yakni 1.426.709 jiwa, dengan 

rasio jenis kelamin 97,43 dan rasio beban 37,80. Rata-rata anggota keluarga 

disetiap rumah tangga sekitar 4 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 8,630 

jiwa. 

 Berdasarkan perbandingan antar jenis kelamin distribusi penduduk 

komposisinya adalah sebagai berikut: pada kelompok 1-4 tahun jumlah nya adalah 

laki-laki 93.111 jiwa dan jumlah perempuan yakni 88.352 jiwa. Sedangkan pada 

kelompok umur 15-19 tahun jumlah laki-laki berjumlah 112.733 jiwa dan jumlah 

perempuan 118.686 jiwa; pada kelompok usia produktif yakni 16-44 tahun 

penduduk laki-laki berjumlah 724.549 jiwa dan perempuan berjumlah 751.075 

jiwa. Kelompok umur usia lanjut yakni (> 65 tahun) dari jenis kelamin perempuan 

menempati jumlah terbesar dibanding dengan jumlah laki-laki yakni 74.239 jiwa, 

sedangkan laki-laki yang tergolong pada usia lanjut tersebut berjumlah 59.373 

jiwa.1 

II.2. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Surabaya 

Dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Surabaya ini, terdapat banyak 

aktor-aktor di dalam lini pemerintahan yang saling bekerjasama untuk mencapai 

suatu tujuan yang sama yakni untuk memajukan Kota Surabaya menjadi Kota 

                                                           
1 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2013 
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yang lebih baik. Hal tersebut tertuang pada Visi dan Misi Pemerintah Kota 

Surabaya, yakni: 

 Visi Pemerintah Kota Surabaya 2011-2015 adalah sebagai berikut: 

Menuju Surabaya Lebih Baik sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, 

Manusiawi, Bermartabat dan Berawawasan Lingkungan. 

 Misi Pemerintahan Kota Surabaya 2011-2015 adalah sebagai berikut: 

1. Misi membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melelui 

peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas 

intelektual, mental-spiritual, keterampilan, serta kesehatan warga secara 

terpadu dan berkelanjutan. 

2. Misi menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan 

aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, 

serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan 

warga. 

3. Misi mewujudkan kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui 

pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan 

akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifikasi 

segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi 

lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional. 
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4. Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui 

pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang 

BERWAWASAN LINGKUNGAN.2 

Untuk menjalankan VISI MISI tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya 

atau dalam hal ini adalah Walikota dan Wakil Walikota melakukan koordinasi 

kepada berbagai aktor di dalam pemerintahan seperti DPRD Kota Surabaya, 

Sekretariat Daerah dengan  empat asisten nya, kemudian Dinas yang ada di Kota 

Surabaya sebanyak 18 Dinas, 8 Lembaga Teknis, Satpol PP, Kecamatan yang 

berjumlah 31, hingga ke Kelurahan dengan jumlah 163 Kelurahan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam Bagan II.2 tentang Susunan Organisasi Pemerintah 

Kota Surabaya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sumber: http://www.surabaya.go.id/profilpemerintah/index.php?id=101 Diunduh: Sabtu, 6 Juni 

2015. Pukul: 16:28 WIB 
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Bagan II.2 

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kota Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.surabaya.go.id/profilpemerintah/so_kota.pdf . Diunduh: Kamis, 14 Mei 2015. Pukul: 11.36 WIB
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II.3. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

II.3.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini telah 

tercantum secara tertulis pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 

2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. Yang mana tugas 

dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang 

kesehatan. 

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya juga memiliki fungsi yang antara lain adalah: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 

4. Pengelolaan ketatausahaan Dinas 

5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Tugas tersebut dilakukan oleh seluruh staf Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

dan harus sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan itu sendiri. Untuk mendapatkan 

hasil yang sesuai dengan tujuan Dinas Kesehatan, maka kerjasama antar seluruh 

bidang di dalam Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini sangat dibutuhkan agar hasil 

yang diperoleh dalam pembantuan dibidang kesehatan berjalan dengan optimal. 

Adapun struktur organisasi dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya adalah 

sebagai berikut: 
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Bagan II.3 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: UPTD Meliputi: 

1. Puskesmas 
2. Laboratorium 
3. Gudang Farmasi 

 

Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2013 

II.3.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

Berdasarkan pada Visi Kota Surabaya Tahun 2010-2015 yaitu “Menuju 

Surabaya Lebih Baik Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, 

Manusiawi dan Berwawasan Lingkungan”, serta Misi ke-1 yaitu “Membangun 

Kehidupan Kota yang Lebih Cerdas Melalui Peningkatan Sumber Dana Manusia 
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yang Didukung oleh Peningkatan Kualitas Intelektual, Mental-Spiritual, 

Keterampilan serta Kesehatan Warga secara Terpadu dan Berkelanjutan”, maka 

dapat dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Prioritas Pembangunan Kesehatan 

dan Sasaran Utama dalam pelaksanan pembangunan Kota Surabaya melalui Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya, yaitu: 

1. Visi Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

Terwujudnya Masyarakat Kota Surabaya Yang Sehat, Cerdas dan Mandiri 

2. Misi Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

Dalam mewujudkan masyarakat kota Surabaya yang sehat, cerdas dan 

mandiri, maka perlu ditempuh misi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat; 

b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di 

segala lapisan masyarakat; 

c. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah 

kesehatan; 

d. Meningkatkan pembiayaan kesehatan; 

e. Meningkatkan pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan. 

3. Tujuan Pembangunan Kesehatan 
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Tujuan yang akan diwujudkan dari misi pertama pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya tahun 2010-2015 adalah 

memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan Rohani.3 

II.3.3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya  

Dari bagan II.3 tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Surabaya 

diatas, bidang yang menangani permasalahan HIV/AIDS ini masuk kedalam 

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan. Dimana dalam bidang ini di breakdown 

kembali kedalam tiga seksi yakni: 

1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit,  

2. Seksi Wabah dan Bencana, serta  

3. Seksi Kesehatan Lingkungan.  

Adapun tugas dari Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan secara spesifik 

sesuai dengan isi dari Perwali Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan 

Fungsi Dinas Kota Surabaya yang terdapat pada pasal 48 adalah sebagai berikut: 

a. Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya; 
b. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar 

biasa skala kota; 
c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

skala kota; 
d. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak 

menular tertentu skala kota; 
e. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan 

akibat bencana dan wabah skala kota; 
f. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran 

lingkungan skala kota; 

                                                           
3 Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2013 
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g. Penyehatan lingkungan; 
h. Penyelenggaraan dukungan operasional, pencegahan HIV/AIDS, IMS 

skala kota; 
i. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan, pencegahan HIV/AIDS, IMS 

skala kota; 
j. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan 

termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS skala kota; 
k. Penyelenggaraan pelayanan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS 

skala kota; 
l. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan termasuk pencegahan 

HIV/AIDS, IMS baik antara sektor pemerintah dengan sektor 
Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota; 

m. Menetapan fasilitas pelaksanaan termasuk pencegahan HIV/AIDS, 
IMS baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya 
Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota; 

n. Pelaksanaan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS baik antara sektor 
pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat 
(LSOM) skala kota; 

o. Penetapan sasaran termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS skala kota; 
p. Penetapan prioritas kegiatan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS 

skala kota; 
q. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik dan konselor 

pencegahan HIV/AIDS, IMS baik antara sektor pemerintah dengan 
sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota; 

r. Penerapan standar BMR wilayah kota; 
s. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.4 

Permasalahan HIV/AIDS sendiri masuk kedalam Seksi Pengendalian dan 

Pemberantasan Penyakit (P2) di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dan di dalam 

P2 ini tidak hanya menangani penyakit HIV saja, tetapi juga penyakit menular 

lainnya seperti TBC, Demam Berdarah, Diare, ISPA dan lain sebagainya. Seksi 

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2) mempunyai fungsi sesuai yang 

terdapat di Pasal 49 Perwali Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan 

Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagai berikut: 

                                                           
4 Sumber: http://www.surabaya.go.id/dinamis/?id . Diunduh: Jum’at, 22 Mei 2015. Pukul: 16.07 

WIB 
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a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 
di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 
di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit; 

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 
instansi lain di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit; 

d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 
pengendalian dan pemberantasan penyakit; 

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pengendalian Masalah Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.5 
 

II.3.4. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit 

Permasalahan penyakit yang ada dalam seksi ini merupakan penyakit-

penyakit yang menular sehingga memerlukan pengendalian dan pemberantasan 

terhadap penyakit itu sendiri. Virus HIV merupakan salah satu penyakit yang 

menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk dapat ditanggulangi, 

dikarenakan dampak penyakit ini yang sangat fatal serta cukup banyaknya kasus 

mengenai penyakit yang menyerang imun seseorang tersebut. 

Di dalam seksi inilah terdapat pengelola program HIV/AIDS yang 

bertugas untuk membuat program-program mengenai HIV/AIDS agar dapat 

dikendalikan dan diberantas sehingga jumlah orang yang mengidap penyakit ini 

diharapkan dapat berkurang perlahan-lahan. 

Maya Kristinawati merupakan salah satu orang yang mengelola program 

HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Beliau dibantu dengan rekannya 

Faisol mengelola serta ikut membantu dalam proses pelaksanaan program-

program yang ada guna untuk menanggulangi penyakit HIV/AIDS. 

                                                           
5 ibid 
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Adapun program-program di Dinas Kesehatan untuk menanggulangi 

permasalahan HIV/AIDS adalah sebagai berikut: 

1. Program Home Care 

2. Program Care Giver 

 

II.4. Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS (KPA) 

Komisi Penanggulangan Aids Nasional pertama kali didirikan berdasarkan 

Keputusan Presiden No. 36 tahun 1994 karena semakin meluasnya epidemi HIV 

dan AIDS di Indonesia. Baru di tahun 2006 muncul Peraturan Presiden No. 75 

tentang KPAN. Salah satu latar belakang munculnya Peraturan Presiden ini adalah 

untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV & AIDS serta menyempurnakan 

tugas, fungsi, dan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. 

KPA adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menetapkan rencana 

strategis nasional dalam penanggulangan HIV & AIDS. Salah satu tugas utama 

KPA yang juga telah tercantum dalam Perpres adalah mengkoordinasikan 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, 

pengendalian, dan penanggulangan HIV & AIDS. Selain mengkoordinasikan 

program, KPA juga diharapkan berperan sebagai jembatan antara komunitas 

dengan para pemangku kepentingan agar masing-masing pihak jelas tanggung 

jawabnya dalam pelaksanaan program.6 

                                                           
6
 Sumber: http://www.arc-atmajaya.org/berita/artikel/182-menilik-kembali-posisi-dan-peran-
komisi-penanggulangan-aids “Menilik Kembali Posisi dan Peran Komisi Penanggulangan Aids” 
Diakses: Minggu, 15  Maret 2015. Pukul: 19.23 WIB 
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Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS (KPA) Nasional sebagai salah 

satu instansi pemerintah yang bertugas menangani masalah HIV-AIDS memiliki 

fungsi dan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 75 Tahun 2006 

adalah sebagai berikut:7 

1. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum 
pencegahan, pengendalian dan penaggulangan AIDS. 

2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan 
kegiatan. 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, 
pelayanan, pemantauan, pengendalian dan penaggulangan AIDS. 

4. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media 
massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan 
keresahan masyarakat. 

5. Melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan 
dan penanggulangan AIDS. 

6. Mengkoordinasikan pengelolaan dan dan informasi yang terkait dengan 
masalah AIDS. 

7. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, 
pengendalian dan penanggulangan AIDS. 

8. Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan 
Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian dan 
penanggulangan AIDS. 

 
Sedangkan Tugas pokok dan fungsi KPA Provinsi dan KPA Kabupaten / 

Kota adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam 

rangka penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya sesuai dengan 

kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA nadional. 

Implementasi dari tugas pokok tersebut meliputi fungsi-fungsi sebagai 

berikut: 

 Memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan, 

pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya. 

                                                           
7 Data KPA Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
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  Menghimpun, menggerakkan dan memamfaatkan sumberdaya yang 

berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara 

efektif dan efisien. 

  Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pemangku kepentingan 

dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS di 

wilayah kerjanya. 

  Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS dan menyampaikan laporan berkala 

secara berjenjang kepada KPA Nasional.8 

II.4.1. Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS (KPA) Kota Surabaya 

 Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Surabaya mempunyai peran 

dan fungsi yang sangat penting dalam penanggulangan HIV/AIDS ini yakni salah 

satunya mengkoordinasikan seluruh SKPD untuk ikut serta membantu proses 

penanggulangan HIV/AIDS, kemudian memonitoring upaya atau program 

penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kota Surabaya merumuskan kebijakan 

terkait HIV/AIDS. Dengan adanya KPA Kota Surabaya ini maka Dinas Kesehatan 

sebagai leading sektor pun merasa sangat terbantu dalam proses upaya 

penanggulangan HIV/AIDS.  

KPA Kota Surabaya yang memiliki lokasi di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya ini merupakan tempat Sekretariat tetap KPAK yang hanya 

beranggotakan lima orang, yakni:  

                                                           
8 Ibid 
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1. Sekretaris KPA Kota Surabaya : dr. Soviati Sucahyaning M.Kes 

2. Pengelola Program : Eka 

3. Pengelola Administrasi : Ninis 

4. Pengelola Monev dan Logistik : Ruli dan Zaenal 

Untuk Ketua KPA Kota Surabaya adalah Walikota Kota Surabaya sendiri 

yakni ibu Risma, serta Anggota KPA Kota Surabaya adalah seluruh SKPD yang 

ada di Kota Surabaya. 

II.5. Perkembangan Virus HIV/AIDS di Indonesia 

II.5.1. Penyebaran Virus HIV/AIDS di Indonesia 

Sejarah penyebaran virus HIV di Indonesia ini dimulai pada tahun 1983, 

yang mana pada tahun tersebut ada seorang dokter yang bernama Dr. Zubairi 

Djoerban yang melaksanakan penelitian terhadap 30 waria di Jakarta. Karena 

rendahnya tingkat limfosit dan gejala klinis, Dr. Zubairi menyatakan dua di 

antaranya kemungkinan AIDS. Lalu pada Juli 1984 tempatnya di Kongres 

Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (KOPAPDI) yang ke VI, dilaporkan 

bahwa dari 15 orang yang diperiksa, terdapat tiga orang yang memenuhi kriteria 

minimal untuk diagnosis AIDS.  

Dan pada 2 September 1985, Menkes menyatakan sudah ada lima kasus 

AIDS yang ditemukan di Bali tetapi berita tersebut belum dibenarkan oleh pihak 

lainnya. Ditahun yang sama pula terdapat kabar bahwa terdapat perempuan 

berusia 25 tahun dengan hemofilia dinyatakan terinfeksi HIV pada September di 

Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ). Setahun kemudian wanita yang didiagnosis 
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HIV tersebut akhirnya meninggal dunia, tetapi kasus ini tidak dilaporkan oleh 

Depkes. Barulah pada tahun 1987 terdapat warga asal Belanda yang meninggal di 

Bali dikarenakan Positif AIDS. Barulah kasus ini diakui Depkes dan Indonesia 

masuk ke dalam daftar WHO sebagai negara ke-13 di Asia yang melaporkan 

kasus AIDS. Sejak saat itulah pemerintah Indonesia mulai mengantisipasi virus 

HIV/AIDS ini dengan melakukan banyak upaya seperti kegiatan sosialisasi yang 

dilakukan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang penyakit 

HIV/AIDS ini, selain itu juga mulai tumbuhnya Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) yang concern terhadap permasalahan ini. 

Untuk kasus penyebaran virus HIV/AIDS di Indonesia dari tahun 

kemunculan pertama kali hingga sekarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel II.2 

Jumlah Kasus Baru HIV Dan AIDS dan Kematian Berdasarkan Tahun 

Pelaporan 

 

Tahun HIV AIDS Mati  Tahun HIV AIDS Mati 

1987  5 1  2003  316 111 

1988  2 1  2004  1125 327 

1989  5 2  2005 (HIV: 
1987-2005 

859 2572 573 

1990  5 0  2006 7195 3665 793 

1991  15 2  2007 6048 4655 836 

1992  13 0  2008 10362 5114 948 

1993  24 4  2009 9793 6073 1068 

1994  20 4  2010 21591 6907 1296 

1995  23 7  2011 21031 7312 1139 

1996  42 40  2012 21511 8747 1489 

1997  44 5  2013 29037 6266 726 

1998  60 17  2014 s/d 
September 

22869 1876 211 

1999  94 20  Tidak 
Diketahui 0 0 11 

2000  255 73      

2001  219 29      

2002  345 63      

Sumber: http://spiritia.or.id/Stats/StatCurr.php?lang=id&gg=1 Sumber data: Ditjen PP & PL 
Kemenkes RI 17 Oktober 2014. Diunduh:  Kamis, 9 April 2015. Pukul 16.47 WIB 
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Dari tabel diatas dapat kita ketahui jumlah kasus baru HIV/AIDS dan 

kematian dalam penyebaran virus HIV/AIDS di Indonesia yang dimulai dari tahun 

1987 hingga tahun 2004 ini mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Sedangkan 

peningkatan jumlah yang cukup besar terhadap kasus HIV, AIDS dan bahkan 

kematian terjadi pada tahun 2005 keatas hingga tahun 2012. Kemudian pada tahun 

2013 terjadi penurunan jumlah pada kasus AIDS dan kematian tetapi jumlah 

kasus HIV mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2014 hingga bulan september 

jumlah kasus HIV, AIDS dan kematian mengalami penurunan yang cukup banyak. 

Dari seluruh jumlah kasus HIV, AIDS dan kematian dari tahun 1987 hingga 2014 

ini, kasus kematian yang tidak diketahui berjumlah 11 orang. 

II.5.2. Penyebaran Virus HIV/AIDS di Kota Surabaya 

  Surabaya merupakan kota dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa 

Timur. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yakni salah satunya dengan 

jumlah penduduk yang besar dan merupakan kota Metropolis, maka gaya hidup di 

Kota Surabaya pun sangat tinggi. Tuntutan gaya hidup yang tinggi ini 

menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di Kota Surabaya sehingga untuk 

memenuhi gaya hidup tersebut tidak sedikit masyarakat yang bekerja dengan 

menghalalkan segala cara.  

 Di sebuah Kota Metropolitan atau Megapolitan dengan gaya hidup yang 

tinggi dan mobilitas yang tinggi tersebut membuat kota-kota besar tidak terlepas 

dari praktik prostitusi. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik prostitusi merupakan 

salah satu penyebab terbesar penyebaran HIV/AIDS. Dalam penyebaran 

HIV/AIDS yang disebut dengan populasi kunci atau populasi yang beresiko tinggi 
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terkena virus HIV/AIDS adalah Pengguna Narkoba Suntik (Penasun), Waria, LSL, 

WPS. Menurut sumber dari KPA Kota Surabaya tahun 2014, tren kasus 

penyebaran HIV/AIDS di Kota Surabaya dapat diibaratkan seperti fenomena 

gunung es. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 

Bagan II.4 

Fenomena Gunung Es HIV-AIDS di Surabaya Tahun 2014 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Prevalensi HIV –AIDS Kota Surabaya = 0.25%  
 

Sumber: Komisi Penanggulangan HIV (KPA) Kota Surabaya 
 
 

 Dari Bagan II.4 mengenai fenomena gunung es HIV/AIDS di Surabaya 

pada Tahun 2014, maka dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk Surabaya 

yang berkisar 2.820.106 tersebut estimasi Populasi Kunci 10,8% dari jumlah 

penduduk yakni 303.767. Dan dari populasi kunci terdapat 6,4% atau 19.503 

estimasi ODHA yang ada di Surabaya. Tetapi ternyata kasus HIV/AIDS yang 

ditemukan hanya 7.506 kasus atau sekitar 38,5% dari estimasi ODHA yang ada. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tren kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Surabaya 

pada Tahun 2014 hanya 0,25% dari prevalensi HIV/AIDS yang ada. Untuk 

Kasus HIV Aids 
yang ditemukan 7.506 kasus (38.5%) 

Estimasi ODHA 19.503 (6.4%) 

Estimasi Populasi 

Kunci 
303.767 (10.8%) 

Penduduk Surabaya 2.820.106 
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perkembangan kasus HIV/AIDS di Surabaya pada tahun 1995 hingga tahun 2014 

dapat dilihat pada Tabel II.2 dibawah ini: 

Tabel II.3 

Data Kasus HIV-AIDS di Kota Surabaya Sampai Tahun 2014 

 
Tahun HIV AIDS Jumlah 
< 1995 0 0 0 

1996 – 2006 1.175 536 1.711 
2007 304 335 639 

( 2008 ) 358 384 ( 934 ) 
2009 390 386 776 
2010 403 302 705 

( 2011 ) 429 302 ( 811 ) 
2012 418 334 752 
2013 501 253 754 

( 2014 ) 258 166 ( 424 ) 
TOTAL 4097 3208 7506 

 
Sumber: Komis Penanggulangan HIV (KPA) Kota Surabaya 
 

Dari tabel diatas terlihat bahwa kasus HIV/AIDS tidak nampak pada tahun 

1995 kebawah. Selanjutnya barulah jumlah kasus HIV/AIDS meningkat pada 

tahun 1996 hingga 2006 yang mengakibatkan pemerintah Surabaya mulai 

meningkatkan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Dan jumlah kasus  HIV/AIDS 

di Surabaya dari tahun 2007 hingga 2014 pun mengalami fluktuasi atau 

peningkatan jumlah yang tidak menentu. Total kasus HIV/AIDS yang ada di 

Surabaya dihitung dari tahun 1996 hingga 2014 adalah 7.506 atau 38,48% dari 

estimasi ODHA dengan rincian kasus HIV yang ditemukan 4.097 dan kasus AIDS 

berjumlah 3.208.  

 

 

Data sampai 
triwulan 2 2014 

38.48% dari 
estimasi ODHA 
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II.6. Gambaran Tentang ODHA WPS di Surabaya 

II.6.1. Jumlah ODHA WPS Di Kota Surabaya 

Wanita Pekerja Seksual (WPS) merupakan salah satu dari empat populasi 

kunci yang memiliki faktor cukup besar dalam penularan virus HIV ini. Para WPS 

ini menjadi perhatian khusus di Kota Surabaya dikarenakan banyaknya tempat 

lokalisasi yang menjamur dan sangat besar di Surabaya salah satunya adalah 

dolly. Dikarenakan banyaknya tempat lokalisasi tersebut tidak dipungkiri menjadi 

salah satu penyebab jumlah HIV dan AIDS di Kota Surabaya melonjak hingga 

menduduki posisi jumlah kasus HIV dan AIDS terbanyak di Jawa Timur. Para 

WPS ini telah ada di berbagai titik, sehingga potensi penyebaran  virus ini sangat 

besar di Kota Surabaya.  

Tabel II.4 

Estimasi Populasi Kunci dan ODHA Kota Surabaya 

 
Kelompok Risti Estimasi Populasi 

Kunci 

Estimasi ODHA 

Penasun 3.733 2.044 
WPS 6.823 396 

Pelanggan WPS 226.906 4.087 
LSL 4.569 628 

Waria 604 248 
Pelanggan Waria 61.132 4.181 
Laki-Laki Resiko 

Tinggi 
 3.472 

Perempuan  4.447 
TOTAL 303.767 19.503 

 
 
 

 
Sumber: Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Surabaya 
 
 Pada Tabel II.4 diatas yang merupakan data dari KPAK Surabaya tersebut 

dapat diketahui bahwa jumlah WPS yang ada di Kota Surabaya hingga tahun 2014 

Data kasus HIV-
AIDS 7.506 -> 

38.5% dari 
ESTIMASI ODHA 

Tingkat epidemik 
terkonsentrasi 6,4% 
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berjumlah 6.823, dengan estimasi atau perkiraan WPS yang telah terjangkit 

HIV/AIDS dan menjadi ODHA berkisar 396.  

Gambar II.1 

Cascade Kota Surabaya per Desember 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

Sedangkan data dari Dinas kesehatan Surabaya menyebutkan bahwa 

estimasi ODHA yang ada di Surabaya sampai pada tahun 2014 ini berjumlah 

19.503 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah estimasi ODHA dari beberapa 

kelompok risti yang ada. Untuk Dinas Kesehatan Kota Surabaya sendiri tidak 

memberikan data spesifik mengenai jumlah ODHA WPS yang ada di Kota 

Surabaya. Data mengenai jumlah ODHA WPS di Surabaya didapat dari para CSO 

(Communisty Social Organization) yang bertugas langsung dilapangan. 

Adapun data sebaran WPS di Kota Surabaya adalah sebagai berikut: 
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Gambar II.2 

Data Sebaran Populasi Kunci WPS di Kota Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemetaan survey dari Yayasan Embun Surabaya selama 2 tahun. 

Pada Gambar II.1 diatas mengenai data sebaran populasi kunci WPS di 

Kota Surabaya dapat dilihat bahwa jumlah sebaran WPS paling banyak terdapat di 

Stasiun Wonokromo yakni sebanyak 125 WPS. Sedangkan WPS di lokasi makam 

dan jalanan Kembang Kuning terdapat 95 WPS. Kemudian 75 WPS berada di 

daerah Jurkup serta 65 WPS berada di Tambak asri dan Bangunsari. Selain itu 25 

WPS masing-masing terdapat di kawasan Darmo Park dan di bantaran Kali 

Brantas. 30 WPS lainnya masing-masing terdapat di Stasiun Tandes dan di 

kawasan Tandes itu sendiri. Dan 40 WPS masing-masing berada di sememi serta 

di Kali Jagir. 

Menurut hasil lapangan dari YES selaku LSM yang menangani 

permasalahan ODHA WPS selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini, total dari 

WPS Langsung dan Tidak Langsung yang ada di Surabaya ini berjumlah 600 

orang. Yang mana dari 600 WPS yang menyebar di berbagai kawasan di Surabaya 

ini hanya ada 61 WPS yang positif terinfeksi virus HIV/AIDS, sedangkan 7 WPS 
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meninggal dan 1 WPS menderita gangguan jiwa. Adapun data penyebaran WPS 

tersebut dilakukan pasca penutupan lokalisasi yang mana status para WPS ini 

adalah WPS yang terselubung. 

 

II.7. Profil ODHA WPS  

1. Mbak L 

Mbak L merupakan salah satu ODHA WPS di salah satu tempat lokalisasi 

KK. Hampir 35 tahun L terjun dalam dunia prostitusi. Awal mulanya terjun 

sebagai WPS adalah ketika suami pertamanya meninggal sehingga membuat L 

terpaksa hijrah dari Bandung ke Surabaya untuk mencari pekerjaan yang layak. 

Dari umur 10 tahun, L telah menderita polio yang menyebabkan kaki kanan nya 

sempat tidak dapat berjalan.  Saat L memutuskan untuk hijrah ke Surabaya, ia 

mengatakan pada keluarganya akan bekerja di sebuah pabrik. L mengaku harus 

berbohong hanya untuk menutupi status pekerjaannya yang hanya sebagai WPS. 

Selama ia berprofesi sebagai WPS di KK, L tidak memiliki tempat tinggal yang 

layak. Untuk berteduh dan beristirahat L terpaksa harus tidur di atas kuburan 

tempat ia menjajakan diri selama hampir 15 tahun. Razia dari Satpol PP sudah 

menjadi makanan sehari-hari L. Sehingga ia membuat tempat berteduhnya semi 

permanen yakni hanya dengan terpal agar apabila terjadi Razia, ia akan dengan 

mudah membongkar pasang “rumah”nya. Wanita yang berumur 50 tahun ini 

memiliki dua orang anak hasil dari pernikahan pertamanya. Kini dua anak nya 

hijrah ke Kediri dan Kalimantan dan telah memiliki keluarga sendiri. Kerap kali L 
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ditawarkan untuk tinggal bersama anak-anaknya, tetapi L lebih memilih untuk 

hidup sendiri dan tidak bergantung pada kedua anaknya.  

L juga menceritakan bahwa untuk saat ini hasil ia “menerima tamu” bisa 

mecapai 30 ribu untuk harga paling tinggi. Harga tersebut tergantung dari 

permintaan pelanggan itu sendiri. Untuk saat ini L mengaku kerap kehilangan 

para pelanggannya dikarenakan banyak WPS-WPS dari DL yang masih muda 

yang saat ini menjajakan diri di KK tersebut. L merupakan ODHA WPS yang 

telah terinfeksi virus HIV/AIDS sejak tahun 2008. 

2. Mbak K  

Selain “menerima tamu”, K juga bekerja sebagai penjaga warung milik umi 

di daerah SM. Untuk pembagian waktunya, K bekerja menjaga warung umi dari 

pagi hingga sore, kemudian saat malam barulah  ia menerima tamu. Wanita yang 

kini berumur 53 tahun itu melakukan kerja sambilan dikarenakan ia harus 

membayar kebutuhan berobatnya. K terinfeksi virus HIV/AIDS dengan penyakit 

penyerta nya yakni kencing manis sejak tahun 2013. K pindah dari Bojonegoro ke 

Surabaya pada tahun 1999. Jika penyakit K kambuh maka barulah ia pulang ke 

Bojonegoro, dikarenakan ia membutuhkan keluarganya untuk merawatnya. 

Seperti kebanyakan WPS lainnya, saat merantau ke Surabaya, mbak K selalu 

menutupi profesi yang ia jalani kepada keluarga nya ada di desa. Mbak K 

mengaku bahwa ia merantau ke Surabaya untuk bekerja di sebuah pabrik. 

Mbak K mengaku bahwa saat ia positif menjadi ODHA, terdapat hambatan 

yang menyulitkannya untuk mengakses layanan. BPJS Kesehatan dirasa masih 
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belum membantu nya untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan yang baik. 

Dengan penghasilan yang pas-pas an iya masih harus mengeluarkan biaya yang 

tidak sedikit untuk sekadar berobat ataupun membeli resep-resep obatnya.  

II.8. Profil Yayasan Embun Surabaya 

II.8.1. Sejarah Berdirinya Yayasan Embun Surabaya 

 Yayasan Embun Surabaya (YES) merupakan sebuah Yayasan non 

pemerintah yang bergerak pada bidang sosial khususnya yang concern terhadap 

permasalahan perlingungan perempuan dan anak. Ide awal untuk mendirikian 

Yayasan ini didasari oleh ide empat orang yang memiliki latar belakang 

pendampingan anak dan perempuan yang berbeda-beda. Empat orang tersebut 

adalah Joris, Yayuk, Isa, dan Rendra. Secara legalitas Yayasan Embun ini 

didirikan oleh Bapak Joris pada 26 Juli 2012 di Surabaya dengan bantuan 

sembilan anggota lainnya. Berdirinya yayasan yang memiliki motto “Menebar 

Kasih dan Kelembutan” ini awalnya didasari oleh banyaknya kekerasan pada 

anak dan perempuan yang terjadi. Dan pada 2014 YES resmi terdaftar sebagai 

Yayasan dari Kementerian HUKUM dan HAM dengan Nomor. AHU-

3090.AH.01.04 Tahun 2014.  Selain permasalahan kekerasan pada anak dan 

perempuan, Yayasan Embun ini juga concern terhadap permasalahan HIV dan 

AIDS yang terjangkit pada perempuan khusus nya para Wanita Pekerja Seksual 

(WPS). 
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II.8.2. VISI dan MISI 

1. VISI 

Tercapainya kehidupan manusia yang sehat dan sejahtera dan sadar akan hak-

haknya. 

2. MISI 

 Membangun kesadaran masyarakat untuk mendapat hak-haknya . 

 Mendorong terciptanya hubungan yang ideal antar sesamma manusia.  

 Membuka ruang dialog bagi individu dan masyarakat yang terpinggirkan. 

 Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kehidupan dan 

lingkungan yang sehat serta mampu melestarikannya. 

 Gambar II.3 

Logo Yayasan Embun Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

II.8.3. Tujuan 

 Membangun kesadaran masyarakat untuk melindungi hak-haknya dan 

melestarikan budaya hidup sehat dalam lingkungan yang sehat. 
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II.8.4. Kegiatan YES 

1. Advokasi: 

 Inisiasi dan supporting penyusunan rumusan kebijakan 

perlindungan anak dan perempuan kepada pemerintah. 

 Evaluasi rumusan kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak dan 

perempuan. 

 Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan yang 

sedang diimplementasikan. 

 Analisa dan komparasi kebijakan perlindungan anak antara pelaksanaan 

dan penetapan. 

 Advokasi Perda Penanggulangan HIV dan AIDS. 

2.  Sosialisasi: 

 Inisiator rumusan materi sosialisasi sebuah kebijakan. 

 Organiser kegiatan sosialisasi . 

 Fasilitator Kegiatan Sosialisasi. 

3.  Pengalaman dan pendampingan: 

 Penanganan terhadap korban trafficking dan eksploitasi seks pada 

perempuan dan anak dengan memberikan intervensi medis,  psikologis, 

psikososial, reintergrasi dan penguatan pendidikan.  

 Pendampingan psikososial bagi korban atau pelaku (anak) yang 

berhadapan dengan hukum. 

 Pendampingan komunitas untuk pemberdayaan di bidang perlindungan 

dan pemberdayaan anak dan perempuan. 
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II.8.5. Struktur Organisasi 

 Dibawah Direktur, YES memiliki 9 orang staf yang bekerja dengan 

berbagai porsinya masing-masing untuk menangani permasalahan anak dan 

perempuan. Berikut ini adalah struktur organisasi YES : 

Bagan II.5 

Struktur Organisasi YES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain membantu mengatasi permasalahan kekerasan pada anak dan 

perempuan, YES juga bertugas untuk membantu penanggulangan HIV/AIDS di 

Kota Surabaya khususnya pada WPS. Berikut adalah  job desk Pelaksana Program 

Penaggulangan HIV/AIDS Kota Surabaya: 

 

 

 

Joseph Maria Misa Lato  

DIREKTUR 

 

Rendra Octovian 

Program Manager 
dan Staf Advokasi 

Dedik Supriyadi 

Community 
Organizer 

Herman Felani 
 

Staf Keuangan dan 
Data Manager 

 

Anis Sudjiati 

Manager Kasus 

Kartono 

Koordinator 
Lapangan 

Rasti Arie Anggraeni 

Petugas Lapangan 

Junasril Agus 

Petugas Lapangan 

Bintang Ramadhan 
 

Petugas Lapangan 

 

Missy Aryati 

Petugas Lapangan 
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Tabel II.5 

Job Desk Pelaksana Program Penanggulangan HIV AIDS Kota Surabaya 

Pekerja Lapangan Manajer Kasus 
Koordinator 

lapangan 
Data Manager 

1. Koordinasi 
dengan relawan/ 
key person untuk 
mapping 

2. Penjangkauan KD  
3. Koordinasi 

dengan KL untuk 
persiapan layanan 
kesehatan (IMS 
dan VCT) di PKM 

4. Berkoordinasi 
dengan MK untuk 
pemeriksaan 
dalam rangka 
penerimaan hasil  

5. Menyusun dan 
membuat laporan 
harian (PL 00, 
00A, 01, 02, dan 
03 ) 

6. Membuat rencana 
kerja lanjutan 
untuk capaian 
kinerja di 
lapangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Berkoordinasi 
dengan PL untuk 
persiapan 
pemeriksaan dan 
penerimaan hasil 

2. Bila secara 
individual 
menemukan 
suspect maka 
harus 
berkoordinasi 
dengan PL untuk 
pengsian form PL 
01 dan PL 02 

3. Menindaklanjuti 
hasil “R” melalui 
pendampingan 
lanjutan  (Pra 
ARV, BPJS dan 
Psikososial) 

4. Melakukan 
penguatan pada 
KDS (monitoring 
layanan mandiri, 
home visit, 
adherence dan 
alternative care) 

5. Menyusun dan 
membuat laporan 
MK 01, 02 dan 
narasi 

1. Mapping wilayah 
untuk analisa 
sosial 

2. Pendekatan 
kepada 
stakeholder 
(bersama PL) 

3. Monitorig kinerja 
penjangkauan PL 
dan MK di 
lapangan 

4. Koordinasi 
dengan PL untuk 
persiapan rujukan 
layanan KD ke 
PKM/ RS 

5. Menyusun 
strategi dan 
problem solving 
untuk penkatan 
kinerja  

6. Menerima 
laporan 
jangkauan  PL 
dan MK setiap 
minggu. 

7. Melakukan 
verifikasi laporan 
PL dan MK  

8. Menyusun 
rencana dan 
strtaegi untuk 
kegiatan 
berikutnya 

1. Menerima 
laporan KL 
setiap minggu  

2. Memeriksa dan 
menginput data 
yang terkumpul 
( dari PL dan 
MK) 

3. Melakukan 
analisa 
sederhana 

4. Menyerahkan 
data yang 
diinput (hasil 
capaian) beserta 
analisanya  
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II.8.6. Pengalaman Organisasi 

 Melakukan advokasi untuk kesehatan reproduksi pada anak-anak 

di Kota Surabaya. 

 Bekerjasama dengan Bapemas Kota Surabaya melakukan 

sosialisasi pemberian informasi kesehatan reproduksi, HIV&AIDS dan 

pencegahan trafiking di sekolah SMP dan SMU di Surabaya. 

 Memberikan konseling pada anak yang sudah seksual aktif untuk 

melakukan perubahan perilaku {langsung maupun via phone dan sms}. 

 Melakukan referal pendampingan hukum untuk kasus eksploitasi 

seks dan trafiking yang berhadapan dengan hukum. 

 Melakukan rujukan pada kasus yang berkaitan dengan kesehatan 

pada pusat layanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. 

Program Manager CO Staff Advokasi 

1. Menerima dan mereview 
data capaian, analisa dan 
keuangan dari DM dan 
Finance 

2. Menyusun laporan 
bulanan untuk di kirim 
pada pendana 

3. Memfasilitasi pertemuan 
monitoring dan evaluasi 
program dan staff setiap 
bulan 

4. Berkoordinasi dengan 
staff advokasi dan stake 
holder untuk 
pelaksanaan advokasi 

5. Menerjemahkan renstra 
ke dalam rencana kerja 
dan proposal 

1. Mendorong dan 
menginisiasi pembentukan 
kelompok di komunitas 

2. Mengorganisir kelompok 
yang telah dibentuk 

3. Memperkuat peran 
stakeholder lokal dalam 
penanggulangan HIV –
AIDS di wilayah 
komunitas 

 

1. Menerima data dari PL, 
MK, DM dan PM sebagai 
bahan advokasi 

2. Merangkum, menganalisa 
dan merumuskan data 
temuan baik kuantitatif 
dan kualitatif untuk materi 
advokasi 

3. Bersama PM 
Menyampaikan data 
rumusan sebagai dalam 
bentuk kegiatan advokasi  
kepada pihak-pihak terkait 
(pemerintah Kota maupun 
Provinsi) 
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 Memberikan input produktif terhadap Rencana Peraturan Daerah 

(Raperda) Penanggulangan dan Penanganan HIV dan AIDS Kota 

Surabaya. 

 Sosialisasi pencegahan dan penanganan kenakalan anak dan 

remaja Kota Surabaya. 

 Riset survey sikap dan perilaku pelajar SMK dalam pergaulan. 

II.8.7. Pencapaian YES hingga Tahun 2015 

 Melakukan pendampingan pada 80 anak korban trafficking dan kekerasan 

seksual. 

 Memberikan pendampingan dan perawatan pada 20 bayi korban kekerasan 

seksual. 

 Mendampingi 51 penderita ODHA hingga saat ini. 

 Membentuk komunitas ODHA dengan nama “Perempuan Berdaya”. 

 Ikut mendorong terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS Kecamatan 

Sawahan secara formal. 

 Menjangkau dan Menghimpun 1800 WPS dalam sebuah data base. 

 Berpartisipasi dalam pencegahan kenakalan anak dan remaja di 500 

sekolah di Kota Surabaya. 

 Terlibat dalam mendorong penyusunan Perda Kota Surabaya No. 4 Tahun 

2013 Tentang Penanggulangan HIV-AIDS Kota Surabaya. 

 Mendorong peningkatan APBD untuk penanggulangan HIV-AIDS Kota 

Surabaya hingga lebih dari 10 Milyar dalam 1 tahun. 
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 Menjadi rujukan bagi Kepolisian Kota Surabaya untuk shelter anak dan 

perempuan korban trafficking dan kekerasan seksual.  
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